
 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR  71 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021  

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI 

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, optimalisasi 

penganggaran bantuan keuangan kepada desa dan 

pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan 

desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, 

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang  

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 2730);   
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  2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                     

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438);  

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang           

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398);  

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014                    

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5679);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                     

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  6321);   

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),  sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri     
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Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);   

   9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA DESA. 

  

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo                   

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo  

Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut: 
 

Pasal 5 

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Umum merupakan hasil 

kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menjadi dasar pengalokasian bantuan keuangan bersifat 

umum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan                  

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

(3) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada                

ayat (2), menjadi dasar pengalokasian bantuan keuangan 

bersifat umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 



4 
 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

 

Ditetapkan di Sidoarjo  

pada tanggal  15  Oktober  2021                    

              

                    BUPATI SIDOARJO,  

       ttd 

                                   AHMAD MUHDLOR 

 
Ditetapkan di  Sidoarjo 
pada tanggal 15  Oktober  2021 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

ttd 

 

ACHMAD ZAINI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP :  71 Tahun  2021 


